BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan
kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional
belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen hukum yang baik
karena terdapat beberapa hal antara lain:

a. Ketentuan pelaksana yang merupakan kebijakan strategis dibuat
lebih dahulu dibandingkan dengan ketentuan yang memuat visi
dan misi dari negara Indonesia. Hal ini terlihat dari dibuatnya
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan strategi
pembangunan dibuat terlebih dahulu daripada visi pembangunan
nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025. Dalam prinsip manajemen hukum visi
haruslah dibuat terlebih dahulu, kemudian dijabarkan dalam misi
selanjutnya dilaksanakan melalui strategi. Namun yang terjadi
dalam pembangunan nasional di Indonesia yang dibuat adalah
ketentuan tentang strategi baru kemudian dibuatlah visi dan misi
dalam Kketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 -2025.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
dibuat pada tahun 2007 untuk menyelenggarakan Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Hal ini
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menyebabkan di tahun 2005 hingga tahun 2007 pelaksanaan
pembangunan tidak didasarkan pada rencana pembangunan.

c. Ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional diatur dalam ketentuan yang terpisah-pisah dan
terdapat ketidaksesuaian antara satu ketentuan dengan ketentuan
yang lain baik dalam ketentuan mengenai strategi, kebijakan,
dan program kerja di mana strategi, kebijakan, dan program
kerja tidak sesuai dengan asas-asas manajemen hukum, yakni:
asas legalitas dalam pengelolaan, asas objektivitas, asas
konsistensi, asas kompleksitas, asas publisitas, dan asas
memadukan kolegialitas dan kesatuan komando.

d. Terdapat ketentuan Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan
bahwa Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam
Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Nasional
tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan
mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. (2)
Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-
undang ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap mengikuti
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP
Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang undangan. Ketentuan tersebut bertentangan
dengan Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional karena pembangunan
nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan asas
konsistensi, asas memadukan kolegialitas dan kesatuan
komando, serta asas keberlanjutan dalam manajemen hukum.

e. Terdapat pertetangan pembagian tugas di mana menurut Pasal 25
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
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Sosial  bahwa  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial
dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan menurut Pasal
12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dilimpahkan kepada pemerintah daerah sehingga hal tersebut
bertentangan dengan asas legalitas dalam pengelolaan, asas
kompleksitas (tidak mempertimbangkan aspek organisasi
pemerintah), dan asas memadukan kolegialitas dan kesatuan
komando dalam manajemen hukum.

f. Dalam Pasal 267 — Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di awal perencanaan
termasuk RPJPD dan RPJMD di tingkat provinsi dan di tingkat
kabupaten/kota dilaksanakan secara terpisah di mana RPJPD dan
RPJMD di tingkat provinsi dievaluasi oleh menteri, sedangkan
RPJPD dan RPJMD di tingkat kabupaten/kota dievaluasi oleh
gubernur sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas
kompleksitas (tidak mempertimbangkan aspek organisasi
pemerintah) dan asas memadukan kolegialitas dan kesatuan
komando dalam manajemen hukum.

Akibat problematika dalam ketentuan mengenai Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang tidak sesuai dengan manajemen

hukum, terhadap kesejahteraan sosial adalah terdapat permasalahan

mulai dari Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 hingga Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang bertentangan dengan visi

negara Indonesia (Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, misi (Pasal

33 UUD 1945), dan asas manajemen hukum sehingga dengan

adanya pertentangan tersebut, maka visi dan misi negara Indonesia

sulit terwujud sasarannya di mana hal tersebut kaitannya dengan
tidak terpenuhinya unsur-unsur kesejahteraan sosial sebagaimana

tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
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B. Saran

2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian, akibatnya
pembangunan bisa menyimpang dari visi dan misi yang telah
ditetapkan kemudian, tidak terarah pembangunannya, tidak
terkoordinasi, tidak berkesinambungan dengan Rencana Tahun 2005
hingga tahun 2007. Selanjutnya dampaknya adalah tidak tercapainya
kesejahteraan sosial seperti apa yang diamanatkan dalam Alinea ke-
4 Pembukaan UUD 1945 tidak tercapai.

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat

diajukan saran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif untuk

untuk memuatkan visi, misi, strategi, kebijakan, program Kkerja,
rencana tata ruang dan wilayah baik nasional maupun daerah, tata
cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi sistem
perencanaan pembangunan ke dalam produk hukum undang-undang
yang sama agar sistem perencanaan pembangunan nasional tidak
berjalan sendiri-sendiri dan terjadi tumpang tindih pengaturan antar
ketentuan di tingkat nasional dan ketentuan di tingkat daerah.

. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif untuk

untuk memuatkan kebijakan rencana pembangunan jangka panjang,
rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan
tahunan/rencana kerja pemerintah beserta peraturan pelaksananya
baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah ke dalam berbagai
produk hukum, namun tetap memenuhi asas-asas manajemen hukum
yang baik agar tidak terjadi tidak terarahnya Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional di Indonesia baik di tingkat nasional

maupun di tingkat daerah.

. Disarankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan

Lembaga Legislatif untuk melibatkan stake holder, dari awal

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi sistem
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perencanaan pembangunan nasional karena pembangunan nasional
berkaitan dengan kepentingan umum dan memiliki dampak yang
luas.

. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Lembaga Legislatif untuk
untuk melibatkan ahli manajemen hukum dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan
pembangunan nasional demi meminimalisir tidak tercapainya visi
dan misi negara Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-
Undang Dasar 1945.

. Disarankan kepada masyarakat untuk melakukan judicial review
terhadap ketentuan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang tidak memenuhi asas-asas manajemen hukum karena
dapat menyebakan tidak terpenuhinya visi dan misi negara Indonesia
yang berakibat tidak tercapainya kesejahteraan sosial.
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beserta-penjelasannya-secara-lengkap .
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Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945;

UUD 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 - 2025;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sikronisasi Proses
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024; dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.
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